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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPUI"AUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 23 TAHUN 2OIg

TENTANG

pnnUennenr eTeS PERATURAT.T oeBnen NOMon z TaHUN 2oo5 TpNTexc
PEMBENTUKAN DESA AIR NUSA KECAMATAN SERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis

dan aspek yuridis di Kecamatan Serasan, Serasan Timur

dan Subi dilaksanakan kegiatan Penghitungan dan

Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2OL6;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

Penghitungerl dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2A16 di Desa Air Nusa terdapat perbedaan Luas Wilayah

dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2OOS tentang Pembentukan Desa Air Nusa

Keeamatan Serasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksr.ld dalam huruf a dan huruf b; perlr.l menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2OO5 tentang Pembentukan

Desa Air Nusa Kecamatan Serasan.

a.

b.

c.
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Mengingat :

z.

1. Pasai 18 ayat (6) iJndang-Undang Dasar Negara Repubiik

Indonesia Tahun L945;

Undang-U,pdang Nomor 53 Tahun 7999 tentang

Pembeatukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rskan

Huiu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota tsatam (Lembaran iilegara

Republik Indsnesia Tahun L999 Nsmor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39O2j

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OOB tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Keta Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO8

Nomor 187, Tambahan tembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesid" Nomor

a%71;

Undang=Undang Nomor 33 Tahun 2OO1 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reptlblik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa1$;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1

Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik

3.

4.

J.
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6.

indonesia Nomor 5234l, sebagaimana ielah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang

Perubahan Atas Un<iang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ai9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AH

Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarn.bahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim4na

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Oi4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2ALg Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

8.

9.

io.
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sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLl Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor

1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OLT

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun

2005 tentang Pembentukan Desa Air Nusa Kecamatan

Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tafiun

2OOS Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun

2OO8 tentang Pembenttrkan Kecamatan Serasan Timur
(l*mbarun Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2AOB

Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN

2OO5 TENTANG PEMBENTUKAN DESA AIR NUSA

KECAMATAN SERASAN.

11.

L2.

13.

t4.

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Menetapkan :
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Natuna Nomor 2 Tahun 2OO5 tentang Pembentukan Desa Air
Nusa Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2005 Nomor 2l,, diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

Desa Air Nusa berkedudukan di Kecamatan Serasan Timur.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berilmt:

Pasal 4

(1) Desa Air Nusa memiliki luas wilayah 962,652 Ha,

dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan

Serasan;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Laut China

Selatan;

- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Arung

Ayam; dan

- Sebelah Timur berbatas dengan Laut China

Selatan.

(2) Peta rtMilayah Desa Air Nusa sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagran tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini bertaku sejak tanggat diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundanglrn Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natrrna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal $ Desl.;wt&cr 2fi19

Diundangtan di Ranai

pada tanggal 3l Df.,;ov,tber %lA

(,&r***ooRrs DAERAHU

N NATUNAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2AI9 NOMOR 23

NOMOR REGISTSR PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI

KEPUTAUAN RIAU :72,bf / 70tg
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Lampiran Peraturan Dae.ah l

Kabupaten Natdna i

Nomor2sTahun 2019 ,

PETA DESA AIR NUSA
Kode Wilayah : 21.03.19.2002

U

A
SKALA 1:8.000

SistemProyeksi : ...............,....................

Sistem Grid , .. ...

Datum Horizontal : . ... ... .. . ........ .

Tranverse Mercator

Grid Gsgrali dan Grid tJni\€rsal Transverse Mercator Zona 49N

sRGr 2013

DIBUAT DAN D]TERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABITPATEi'I NATUNA

Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, Ranai - Natuna 29783, Indonesia.
@ Copyright 2018, All RighB Reserved.
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Lintans Bujur
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2',29'51,A"Ltr 109'4',16,3"87
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Sumber oala d6n Ri@yal Peh - Batas Wilayah Adoinishasi Tahun 2016.

ougtPemetsan Bat#WlaFh
. Daia Digibl Peta Rupa B0mi lndoresia Skala 1 : 50.000

Eadan lnfom6i Crospasial : Tahs Launcning 2016

- Dab Cil€ Tegak Satolil Resolug llnggi, odrosistemab lahun : 201 6

- Dah Cih 8a*map ArcGlS 102

. Dala CiE Satslit G@gb Eaih sebagai Fngid€n$kasi objek lap.ngan.

1. Slmbsr data yang digunakn unluk rengidtrtfikasi obyek yang d0adikan sbagai balas O* puO" 
"itlstelit adalah sbagai beakul:

a. Cim Pb6ds
b. Cfua Digilal Globe

c Cita Googlo luluk k@maian emsn dan e@n limu0

2. Sutrber dala berupa cil€ slelil haffi msgLgunaka dala dUa dad BlG. LAPAN, abu Pe@jnlah DaeEh

yang dlkmdim$bn dengan UPAN. UnOk $mhr dala yang Bm r6Mia (rc I pdn c] ms di mul
dan BIG aEu LAPAN. Jika data der )€ng dimksud belum l@dia, maka pe@intrh de6i harus

berkwdlmsidengan LAPI$,|unM mmbe[ data mbut
3. Ciha Satelil di ddm Peh keBa yang ditandalangani oleh pihek desa dan k@role belum dikehhui nihi

akuEinya dikarenakan bellm ada pros gcp dan or$oEklifikasi.

4. Sunber dala dalam bsfuk cil6 salelil harus dilalukan p@s pefigebilan 6CP dan onhoBltfrkd untu*

mendapat(an cltsa togak stelil rc$lusi linggi {C ISRI).

d(lunakan seMgai gads bahs di CTSRT

gais bat6, bponim, $ft k@rdiml ,ang &qa[6e datao peb dan

ensn dk lrebut (CTSRT)

7 Nihiluffin lEs indikatil i semenlara dan harus di liung kmbali *telah
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